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TENTANG
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Menimbang:

Mengingat:

PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Kepulauan Riau perlu menetapkan pengklasifikasian informasi
publik dalam bentuk Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;
Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota diperlukan adanya pemutakkhiran
Klasifikasi Daftar Informasi Publik;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b
dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu
Provinsi Kepulauan Riau tentang tentang penetapan Daftar

Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5149);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun
2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Standar Layanan Informasi Publik.

Memutuskan :

Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Penetapan Daftar

Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2025;

Daftar Informasi Publik Sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kesatu terdiri atas :

a. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara
Berkala;

b. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta; dan

c. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Kepulauan Riau ini merupakan data yang sudah terpublish di

website PPID sejak Januari-Juni 2025 dan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan

diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 01 Juli 2025

ZULHADRIL PUTRA, ST

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Nomor
Tanggal

: 4/T1.01.00/K.KR/07/2025

: 01 Juli 2025

TAHUN 2025
. : Penanggungjawab Bentuk Informasi yang
No. Ringkasan Informasi Unit yang Menguasa| Pembuatan/Penerbitan G Pembqatan Tersedia Jangka Waktu
Informasi . Informasi Penyimpanan
Informasi Softcopy [ Hardcopy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 [SK Tim Keterbukaan Informasi Publik Divisi Penanganan Kepala Bagian Pengawasan 2025 Sesuai Retensi Arsip
Tahun 2025 Pelanggaran Data dan dan Hubungan Masyarakat v’
Informasi
2 |Laporan Komprehensif 2024 Divisi SDM Organiasasi dan Kepala Bagian Administrasi 2025 v Sesuai Retensi Arsip
Diklat
3 [Laporan Pembentukan Pengawas adhoc | Divisi SDM Organiasasi dan | Kepala Bagian Administrasi 2025 v Sesuai Retensi Arsip
2024 Diklat
4 |Laporan Layanan Informasi Publik tahun Divisi Penanganan Kepala Bagian Pengawasan 2025 Sesuai Retensi Arsip
2024 Pelanggaran Data dan dan Hubungan Masyarakat v’
Informasi
5 |Laporan Sentra Gakkumdu Provinsi Divisi Penanganan Kepala Bagian Penanganan 2025 Sesuai Retensi Arsip
Kepulauan Riau Pemilihan Tahun 2024 Pelanggaran Data dan Pelanggaran Penyelesaian v’
Informasi Sengeketa Proses dan Hukum
6 [Laporan Akhir Divisi Penanganan Divisi Penanganan Kepala Bagian Penanganan 2025 Sesuai Retensi Arsip
Pelanggaran Tahun 2024 Pelanggaran Data dan Pelanggaran Penyelesaian v’
Informasi Sengeketa Proses dan Hukum
7 |Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Tahun | Divisi Pencegahan Parmas Kepala Bagian Pengawasan 2025 v~ Sesuai Retensi Arsip
2024 dan Humas dan Hubungan Masyarakat
8 [Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Divisi Pencegahan Parmas | Kepala Bagian Pengawasan 2025 Sesuai Retensi Arsip
Tahun 2024 dan Humas dan Hubungan Masyarakat v
9 |Laporan Akhir Tahunan Penyelesaian Divisi Hukum dan Kepala Bagian Penanganan 2025 Sesuai Retensi Arsip
Sengketa Pemilihan Tahun 2024 Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Penyelesaian v’
Sengeketa Proses dan Hukum
10 [Laporan Akhir Divisi Hukum dan Divisi Hukum dan Kepala Bagian Penanganan 2025 Sesuai Retensi Arsip
Penyelesaian Sengketa tahun 2024 Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Penyelesaian v
Sengeketa Proses dan Hukum




11 |Laporan Kehumasan Tahun 2024 Divisi Pencegahan Parmas Kepala Bagian Pengawasan 2025 v Sesuai Retensi Arsip
dan Humas dan Hubungan Masyarakat
14 [LKIP Tahun 2024 Bagian Administrasi Kepala Bagian Administrasi 2024 v Sesuai Retensi Arsip
15 |Renja 2024 Bagian Administrasi Kepala Bagian Administrasi 2024 v Sesuai Retensi Arsip
16 |Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bagian Administrasi Kepala Bagian Administrasi 2024 v Sesuai Retensi Arsip
Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
17 |Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Bagian Administrasi Kepala Bagian Administrasi 2024 v Sesuai Retensi Arsip
Kepulauan Riau
18 |Perjanjian Kinerja Kabag Administrasi Bagian Administrasi Kepala Bagian Administrasi 2024 v Sesuai Retensi Arsip
19 |Perjanjian Kinerja Kabag Pengawasan Bagian Administrasi Kepala Bagian Administrasi 2024 v Sesuai Retensi Arsip
20 [Perjanjian Kinerja Kabag Penanganan Bagian Administrasi Kepala Bagian Administrasi 2024 Sesuai Retensi Arsip
Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa v’
Proses Pemilu dan Hukum
21 [Profil Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Divisi Penanganan Kepala Bagian Pengawasan 2025 Sesuai Retensi Arsip
Kepulauan Riau Pelanggaran Data dan dan Hubungan Masyarakat v’
Informasi
22 [Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Divisi Penanganan Kepala Bagian Pengawasan 2025 Sesuai Retensi Arsip
Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Pelanggaran Data dan dan Hubungan Masyarakat v’
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 Informasi
23 [LHKPN Ketua dan Anggota Bawaslu Bagian Administrasi Kepala Bagian Administrasi 2025 v Sesuai Retensi Arsip

Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024

INFORMASI SERTA MERTA

Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2025
Tentang Penyesuaian Sistem Kerja
Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum dalam rangka efisiensi
anggaran tahun 2025

Bagian Administrasi

Kepala Bagian Administrasi

2025

Sesuai Retensi Arsip

Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2025 jam
kerja pegawai pada bulan Ramadan 1446
Hijriah di lingkungan Sekretariat
Jenderal Bawaslu, Sekretariat
Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan
Sekretariat Bawaslu/Panwaslih
Kabupaten/Kota

Bagian Administrasi

Kepala Bagian Administrasi

2025

Sesuai Retensi Arsip

Daftar Informasi yang Dikecualikan

Divisi Penanganan
Pelanggaran Data dan
Informasi

Kepala Bagian Pengawasan
dan Hubungan Masyarakat

2025

v

Sesuai Retensi Arsip

C. INFORMASI SETIAP SAAT



1 |Perjanjian Kerjasama Bawaslu Kepri Divisi Pencegahan Parmas Kepala Bagian Pengawasan 2024 Sesuai Retensi Arsip
dengan STISIPOL Raja Haiji dan Humas dan Hubungan Masyarakat v’
Tanjungpinang

2 |MoA- Perjanjian Kerjasama antara Kanwil | Divisi Pencegahan Parmas Kepala Bagian Pengawasan 2023 Sesuai Retensi Arsip
Hukum dan HAM dengan Bawaslu Kepri dan Humas dan Hubungan Masyarakat v’

3 |MoA- Perjanjian Kerjasama antara Divisi Pencegahan Parmas Kepala Bagian Pengawasan 2023 Sesuai Retensi Arsip
Bawaslu Kepri dengan Poltek Negeri dan Humas dan Hubungan Masyarakat v’
Batam

4 |MoA- Perjanjian Kerjasama antara Divisi Pencegahan Parmas Kepala Bagian Pengawasan 2022 Sesuai Retensi Arsip
Bawaslu Kepri dengan Kepolisian Daerah dan Humas dan Hubungan Masyarakat v’
Kepulauan Riau

5 |MoA-Perjanjian Kerjasama Bawaslu Kepri | Divisi Pencegahan Parmas Kepala Bagian Pengawasan 2023 Sesuai Retensi Arsip
dengan STISIPOL Raja Haiji dan Humas dan Hubungan Masyarakat v’
Tanjungpinang

6 |MoA-Perjanjian Kerjasama Bawaslu Kepri | Divisi Pencegahan Parmas Kepala Bagian Pengawasan 2023 v Sesuai Retensi Arsip
dengan UIB dan Humas dan Hubungan Masyarakat

7 |MoA-Perjanjian Kerjasama Bawaslu Kepri | Divisi Pencegahan Parmas Kepala Bagian Pengawasan 2023 Sesuai Retensi Arsip
dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Humas dan Hubungan Masyarakat v’

8 |MoU- Perjanjian Kerjasama antara JMSI Divisi Pencegahan Parmas | Kepala Bagian Pengawasan 2023 Sesuai Retensi Arsip
dengan Bawaslu Kepri dan Humas dan Hubungan Masyarakat v~

9 |MoU- Perjanjian Kerjasama antara Divisi Pencegahan Parmas Kepala Bagian Pengawasan 2023 Sesuai Retensi Arsip
Bawaslu Kepri dengan Poltek Negeri dan Humas dan Hubungan Masyarakat v
Batam

10 |MoU- Perjanjian Kerjasama antara Divisi Pencegahan Parmas | Kepala Bagian Pengawasan 2022 Sesuai Retensi Arsip
Bawaslu Kepri dengan STAIN SAR dan Humas dan Hubungan Masyarakat v
Abdurrahman

11 |MoU- Perjanjian Kerjasama antara Divisi Pencegahan Parmas Kepala Bagian Pengawasan 2022 Sesuai Retensi Arsip
Bawaslu Kepri dengan STISIPOL Raja Haji dan Humas dan Hubungan Masyarakat v
Tanjungpinang

12 |MoU- Perjanjian Kerjasama antara Divisi Pencegahan Parmas | Kepala Bagian Pengawasan 2022 v Sesuai Retensi Arsip
Bawaslu Kepri dengan UIB dan Humas dan Hubungan Masyarakat

13 |MoU- Perjanjian Kerjasama antara Divisi Pencegahan Parmas | Kepala Bagian Pengawasan 2023 v Sesuai Retensi Arsip
Bawaslu Kepri dengan UMRAH dan Humas dan Hubungan Masyarakat

14 |MoU- Perjanjian Kerjasama antara Divisi Pencegahan Parmas | Kepala Bagian Pengawasan 2022 Sesuai Retensi Arsip
Bawaslu Kepri dengan Universitas dan Humas dan Hubungan Masyarakat v
Universal

15 [MoU- Nota Kesepahaman antara UNRIKA | Divisi Pencegahan Parmas | Kepala Bagian Pengawasan 2024 v Sesuai Retensi Arsip

dengan Bawaslu Kepri

dan Humas

dan Hubungan Masyarakat




16 [MoU- Nota Kesepahaman antara PT. Divisi Pencegahan Parmas | Kepala Bagian Pengawasan 2024 Sesuai Retensi Arsip
Ulasan Lensa Bernas dengan Bawaslu dan Humas dan Hubungan Masyarakat v’
Kepri

17 [Perjanjian Kerjasama Bawaslu Kepri Divisi Pencegahan Parmas Kepala Bagian Pengawasan 2024 Sesuai Retensi Arsip
dengan datakepri.com untuk Pemilihan dan Humas dan Hubungan Masyarakat v’
serentak tahun 2024

18 [Perjanjian Kerjasama Bawaslu Kepri Divisi Pencegahan Parmas Kepala Bagian Pengawasan 2024 Sesuai Retensi Arsip
dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Humas dan Hubungan Masyarakat v
UNRIKA tahun 2024

19 |Perjanjian Kerjasama Bawaslu Kepri Divisi Pencegahan Parmas | Kepala Bagian Pengawasan 2024 Sesuai Retensi Arsip
dengan Fakultas Hukum UNRIKA tahun dan Humas dan Hubungan Masyarakat v’
2024

20 [Perjanjian Kerjasama Bawaslu Kepri Divisi Pencegahan Parmas | Kepala Bagian Pengawasan 2024 Sesuai Retensi Arsip
dengan FISIPOL UNRIKA tahun 2024 dan Humas dan Hubungan Masyarakat v~

21 |Perjanjian Kerjasama Bawaslu Kepri Divisi Pencegahan Parmas Kepala Bagian Pengawasan 2024 Sesuai Retensi Arsip
dengan FKIP UNRIKA tahun 2024 dan Humas dan Hubungan Masyarakat v

22 |Perjanjian Kerjasama Bawaslu Kepri Divisi Pencegahan Parmas | Kepala Bagian Pengawasan 2024 Sesuai Retensi Arsip
dengan Fakultas Teknik UNRIKA tahun dan Humas dan Hubungan Masyarakat v’
2024

23 |Perjanjian Kerjasama Bawaslu Provinsi Divisi Pencegahan Parmas | Kepala Bagian Pengawasan 2024 v Sesuai Retensi Arsip
dengan inforakyat.com tahun 2024 dan Humas dan Hubungan Masyarakat

24 [Perjanjian Kerjasama Bawaslu Provinsi Divisi Pencegahan Parmas Kepala Bagian Pengawasan 2024 v Sesuai Retensi Arsip
dengan Kabar Ekonomi tahun 2024 dan Humas dan Hubungan Masyarakat

25 |Perjanjian Kerjasama Bawaslu Provinsi Divisi Pencegahan Parmas Kepala Bagian Pengawasan 2024 v Sesuai Retensi Arsip
dengan RRI Tanjungpinang tahun 2024 dan Humas dan Hubungan Masyarakat

26 |Perjanjian Kerjasama Bawaslu Provinsi Divisi Pencegahan Parmas | Kepala Bagian Pengawasan 2024 v Sesuai Retensi Arsip
dengan Tribun Batam tahun 2024 dan Humas dan Hubungan Masyarakat

27 |Perjanjian Kerjasama Bawaslu Provinsi Divisi Pencegahan Parmas Kepala Bagian Pengawasan 2024 v Sesuai Retensi Arsip
dengan TVRI Kepri tahun 2024 dan Humas dan Hubungan Masyarakat

28 [Perjanjian Kerjasama Bawaslu Provinsi Divisi Pencegahan Parmas Kepala Bagian Pengawasan 2024 v Sesuai Retensi Arsip
dengan UNRIKA (Magang) Tahun 2024 dan Humas dan Hubungan Masyarakat

29 [Perjanjian Kerjasama Program Divisi Pencegahan Parmas | Kepala Bagian Pengawasan 2024 Sesuai Retensi Arsip
StudiAdministrasi Publik STISIPOL Raja dan Humas dan Hubungan Masyarakat v’
Haji Tanjungpinang dengan Bawaslu
Provinsi Kepulauan Riau

30 |Perjanjian Kerjasama Program Studi llmu | Divisi Pencegahan Parmas Kepala Bagian Pengawasan 2024 Sesuai Retensi Arsip
Pemerintahan STISIPOL Raja Haji dan Humas dan Hubungan Masyarakat v’

Tanjungpinang dengan Bawaslu Provinsi
Kepulauan Riau




31 |Perjanjian Kerjasama Program Divisi Pencegahan Parmas Kepala Bagian Pengawasan 2024 Sesuai Retensi Arsip
StudiSosilologi STISIPOL Raja Haji dan Humas dan Hubungan Masyarakat v’
Tanjungpinang dengan Bawaslu Provinsi
Kepulauan Riau

32 [Perjanjian Kerjasama Bawaslu Provinsi Divisi Pencegahan Parmas Kepala Bagian Pengawasan 2024 Sesuai Retensi Arsip
dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan Humas dan Hubungan Masyarakat v’

33 |Nota Kesepahaman antara STISIPOL Raja| Divisi Pencegahan Parmas Kepala Bagian Pengawasan 2025 Sesuai Retensi Arsip
Haji Tanjungpinang dengan Bawaslu dan Humas dan Hubungan Masyarakat v’
Provinsi Kepulauan Riau

34 |Perjanjian Kerjasama Antara Bawaslu Divisi Pencegahan Parmas Kepala Bagian Pengawasan 2025 Sesuai Retensi Arsip
Provinsi Kepulauan Riau dengan dan Humas dan Hubungan Masyarakat v’
STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

35 |Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Provinsi Bagian Administrasi Kepala Bagian Administrasi 2024 Sesuai Retensi Arsip
dan Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2025 v’
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